PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan PasdPefaturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Oagaiementerian
Negara dan dalam rangka meningkatkan kualitas peambeukungan
teknis dan administrasi, serta analisis kepada ideresdan Wakil
Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negpeaddng perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementeziant&riat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negaraitfiepndonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Ké&mnean Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNo@®&S6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoSt8)4

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 terfPamgbentukan dan

Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden NomaP8Zahun 2009;

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Kementerian Sekretariat Negara berada di bawahbdaanggung

jawab kepada Presiden.

(2) Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh MenSakretaris

Negara.

Pasal 2

Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas @ekain
dukungan teknis dan administrasi serta analisisad@pPresiden dan

Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaaraneg

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daémal 2,

Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakaysiun

a. pemberian dukungan data, informasi, dan analislandaangka
pengambilan kebijakan di bidang politik, hukum, ke&an,

perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

b. pemberian ...
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. pemberian dukungan teknis dan administrasi sertdises dalam
rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaiancaRgan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah &dngg
Undang-Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerirgaha
pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinelamda
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, penypgaaapat
hukum, serta penyelesaian Rancangan Keputusand@met@ntang
pemberian grasi, amnesti, abolisi, rehabililitaskstradisi, remisi
perubahan dari pidana penjara seumur hidup menpadiana

sementara, dan naturalisasi;

. pemberian dukungan teknis dan administrasi kerusngigaan,

keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden cdil Rfesiden;
. penyiapan naskah-naskah bagi Presiden dan Wakildere

. pemberian dukungan teknis dan administrasi kepaglsiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AngkdDamat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pegkmtan dan
pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugera#ar, tanda
jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapé&enada
pada Presiden, serta koordinasi pengamanan PredaenWakil

Presiden:;

pemberian dukungan teknis dan administrasi serédise dalam
penyelenggaraan administrasi pejabat negara daabgiejainnya
yang dalam proses penetapannya memerlukan pertjabdbewan
Perwakilan Rakyat atau pejabat yang kedudukanngataiakan
dengan Menteri Negara, yang wewenang penetaparargad pada

Presiden:;

g. pemberian ...
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. pemberian dukungan teknis dan administrasi sertdiss dalam
penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negabmdardaerah,
lembaga non struktural, organisasi politik, lembagaadaya
masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, g@gteanganan

pengaduan masyarakat;

. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kerja sekmak tantara

pemerintah Indonesia dengan pihak luar negeri;

penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sunadyar d
manusia serta penataan organisasi dan tata lakBamagkungan

Kementerian Sekretariat Negara;

pengembangan sistem akuntabilitas kinerja di limglen

Kementerian Sekretariat Negara;

. penyelenggaraan pelayanan dan dukungan perencaaeyelolaan
keuangan, ketatausahaan, kehumasan, teknologi ma$or
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang rdemaggung
jawab Kementerian Sekretariat Negara, penyediaasapsina dan
sarana, serta administrasi umum lainnya di linglamnijementerian

Sekretariat Negara;

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkunganerkernan

Sekretariat Negara; dan

. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan ofglesiden dan

Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-gatan

BAB Il ...
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BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

a.

b.

Rumah Tangga Kepresidenan;
Sekretariat Wakil Presiden:;

Sekretariat Militer Presiden;

. Sekretariat Kementerian;

. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan;

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia;

. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyamakat

. Deputi Bidang Perundang-undangan;

Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan,;
Staf Ahli Bidang Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika; dan

m. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah

Bagian Kedua
Rumah Tangga Kepresidenan

Pasal 5

(1) Rumah Tangga Kepresidenan berada di bawah danngguiag

jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

(2) Rumah ...
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(2) Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Ruf@ngga

Kepresidenan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Tanggasiéenan

dapat menerima penugasan langsung dari Presiden.

Pasal 6

Rumah Tangga Kepresidenan mempunyai tugas mengaeign
pemberian dukungan teknis dan administrasi keruangigaan,

keprotokolanpers, dan media kepada Presiden.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daésal 6,

Rumah Tangga Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presidizm

Istri/Suami Presiden:;

b. penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden daidSusmi

Presiden:;

c. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan danresar yang
dipimpin atau dihadiri Presiden, dan acara lainggag dihadiri

Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden;

d. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presigefatau

Istri/fSuami Presiden baik di dalam maupun di luageri;

e. pengkoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayamarmasi
serta dokumentasi kegiatan kepresidenan dan acamaya di

lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;

f. pengelolaan ...
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f. pengelolaan Istana-istana Kepresidenan, museum, ladeksi
benda-benda seni serta perpustakaan kepresidenan;

g. perencanaan program dan anggaran serta pengeld#aangan di
lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan;

h. pengelolaan dana operasional Presiden,;

I. pelayanan administrasi umum di lingkungan Rumah g@an
Kepresidenan;

j. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kert@aggaan dan
keprotokolan kepada para Ajudan Presiden dan AjusiarSuami
Presiden;

k. pengkoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam kang
pemberian layanan kesehatan Presiden dan/atau/Sustnmi
Presiden;dan

|. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presid& Menteri
Sekretaris Negara.

Pasal 8

Rumah Tangga Kepresidenan terdiri atas:

a. Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidAdginistrasi
dan Pengelolaan Istana; dan

b. Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidangkobtPers,
dan Media.

Paragraf 1

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan
Bidang Administasi dan Pengelolaan Istana

Pasal 9

(1) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Aditnasi
dan Pengelolaan Istana berada di bawah dan beuaggawab
kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.

(2) Deputi ...
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(2) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Adinasi
dan Pengelolaan Istana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 10

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Adinasi dan
Pengelolaan Istana mempunyai tugas membantu K&ueteah Tangga
Kepresidenan dalam menyelenggarakan pelayanan &btanggaan
Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden serta Taegatd, pengelolaan
Istana-istana Kepresidenan, museum, koleksi beadde seni,
perencanaan program dan anggaran, pengelolaan dgayarserta
pelayanan administrasi umum dan kegiatan pentingnya di
lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d2desal 10,
Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Aginasi dan
Pengelolaan Istana menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program, penganggaran, peningkatapemantauan
kinerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan di linglam Rumah
Tangga Kepresidenan;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi umum yang meliegiatan
urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aeaanc
evaluasi dan pengendalian;

c. penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi bangu
perlengkapan, kendaraan, ketertiban dan keamarem;da

d. penelitian, penilaian, pembayaran dan pembukuata pemantauan
pengelolaan dana operasional Presiden;

e. perencanaan dan pelaksanaan dukungan kerumahtanggssden
dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara danatagipenting
lainnya yang meliputi kegiatan jamuan, tata grgberalatan, dan
seni budaya;

f. perencanaan ...
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f. perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Istana-ista
Kepresidenan di daerah;

g. pengelolaan museum dan koleksi benda-benda senegidpnan;
h. penyusunan program dan laporan; dan

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepaladk Tangga
Kepresidenan.

Pasal 12
(1) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidadginistrasi
dan Pengelolaan Istana terdiri atas paling banyig#®) Biro.
(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiaam dhasing-masing
Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia
(3) Khusus Bagian yang menangani tata usaha pimpiraliritatas
sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan
Bidang Protokol, Pers, dan Media

Pasal 13

(1) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidangRuhtPers,
dan Media berada di bawah dan bertanggung jawaadeefepala
Rumah Tangga Kepresidenan.

(2) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidangRahtPers,
dan Media dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidangkuobgtPers, dan
Media mempunyai tugas membantu Kepala Rumah Tangga
Kepresidenan dalam menyelenggarakan urusan keptatgk pers,
media, pelayanan informasi, dan dokumentasi kegiaRaesiden
dan/atau Istri/Suami Presiden, serta pengelolaanpuptkaan
Kepresidenan.

Pasal 15 ...
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Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddesal 14,

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan BidangkuogtPers, dan

Media menyelenggarakan fungsi:

a.

perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepmato
kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami PresidamulNegara dan
kegiatan penting lainnya di dalam maupun di luegani;
perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan persedia, peliputan
dan analisis berita kegiatan Presiden dan/atausisimi Presiden,
Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya;

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanamasipdata dan
dokumentasi kegiatan Presiden dan/atau Istri/SEagsiden, Tamu
Negara dan kegiatan penting lainnya di dalam mauaplurar negeri;

pengelolaan perpustakaan Kepresidenan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepaladk Tangga
Kepresidenan.

Pasal 16

(1) Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidargokol, Pers,

dan Media terdiri atas 2 (dua) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiaam chasing-masing

Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia

Paragraf 3

Istana-Istana Kepresidenan

Pasal 17

(1) Di lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan terdapganasistana

Kepresidenan di daerah yang terdiri atas:
a. Istana Kepresidenan Bogor;

b. Istana ...
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b. Istana Kepresidenan Cipanas;
c. Istana Kepresidenan Yogyakarta; dan
d. Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali.

(2) Istana-istana Kepresidenan di daerah berada di fbadan
bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Tangga Keéenesm dan
secara administratif dikoordinasikan oleh Deputipla Rumah

Tangga Kepresidenan Bidang Administrasi dan Pefagaidstana.

(3)Istana-istana Kepresidenan di daerah mempunyai stuga

melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan dan keplaoipk
pengelolaan dan perawatan bangunan/peralatan, Ipkagekoleksi

benda-benda seni, museum, perpustakaan Kepresjddaranirusan
administrasi umum, serta pengembangan Istana-igtapeesidenan

di daerah.

(4) Istana-Istana Kepresidenan di daerah terdiri atdmg banyak 4

(empat) Subbagian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Wakil Presiden
Pasal 18

(1) Sekretariat Wakil Presiden berada di bawah darabggiung jawab

kepada Menteri Sekretaris Negara.
(2) Sekretariat Wakil Presiden dipimpin oleh Sekretd/akil Presiden.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Wakil Rresdiapat

menerima penugasan langsung dari Wakil Presiden.

Pasal 19 ...
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Pasal 19

Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas mengegl@makan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kerusngigaan dan
keprotokolan kepada Wakil Presiden, serta anali@tam rangka
pengambilan kebijakan Wakil Presiden dalam penggaraan
pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d2desal 19,
Sekretariat Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian dukungan data, informasi, dan analislandaangka
pengambilan kebijakan Wakil Presiden di bidang tpolihukum,
keamanan, perekonomian, peningkatan kesejahteedamat dan
penanggulangan kemiskinan, serta dukungan kebijtiankelola
pemerintahan, dalam rangka membantu Presiden dalam
penyelenggaraan tugas kenegaraan dan pemerintahan;

b. penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan WalgldBre dan

Istri/Suami Wakil Presiden;

c. penyelenggaraan urusan keprotokolan Wakil Presidggn

Istri/Suami Wakil Presiden;

d. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan danresar yang
dipimpin atau dihadiri Wakil Presiden, dan acaranga yang
dihadiri Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakiésiden;

e. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Wakiden dan/atau
Istri/fSuami Wakil Presiden baik di dalam maupufudr negeri;

f. pengkoordinasian kegiatan pers, media, dan pelayamarmasi
serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan aeanaya di
lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;

g. pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lenmsagaa,
kementerian negara dan lembaga pemerintah non kernaen
lainnya, serta instansi terkait yang diperlukan adal rangka

kelancaran pelaksanaan tugasnya;

h. perencanaan program dan anggaran serta pengel#aangan di

lingkungan Sekretariat Wakil Presiden;
I. pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;

J. koordinasi dengan satuan-satuan organisasi lainingikungan
Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat neabidalam
rangka pemberian dukungan teknis dan administsesta analisis

bagi pelaksanaan tugas-tugas Wakil Presiden;

k. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerot@aggaan dan
keprotokolan kepada para Ajudan Wakil Presiden dgqumndan

Istri/Suami Wakil Presiden;

|. pengkoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam kang
pemberian layanan kesehatan Wakil Presiden danlata{Suami
Wakil Presiden;

m. pelayanan administrasi umum di lingkungan SekratakiVakil

Presiden; dan

n. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan dleakil Presiden

dan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 21
Sekretariat Wakil Presiden terdiri atas:
a. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik;
b. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi;

c. Deputi ...
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c. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalatier@akyat dan
Penanggulangan Kemiskinan;

d. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata KeRdégmerintahan
dan

e. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administras

Paragraf 1
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik

Pasal 22

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik duokr di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Wakil dresi

(2) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik igipin oleh
Deputi.

Pasal 23

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik npemyai tugas
membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyetgaggn
pemberian dukungan teknis dan administrasi, sem@isss kepada
Wakil Presiden di bidang hubungan luar negeri, parshan dan
politik dalam negeri, kebijakan hukum dan hak asasnusia,
komunikasi politik, serta dokumentasi dan desimimdsrmasi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d2éesal 23,
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik yelenggarakan
fungsi:

a. pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporangenai
masalah kebijakan di bidang hubungan luar negemgpintahan dan
politik dalam negeri, kebijakan hukum dan hak asaanusia, dan
komunikasi  politikk, yang timbul serta dihadapi dala
penyelenggaraan pemerintahan;

b. pemantauan ...
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b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksandajakéa
pemerintah di bidang hubungan luar negeri, penarart dan politik
dalam negeri, kebijakan hukum dan hak asasi manusda
komunikasi politik, yang ditetapkan Presiden ataakiVPresiden,
berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemeoghayang
diambil baik melalui rapat-rapat koordinasi di tagj kementerian
dan lembaga pemerintah non kementerian.

c. pengamatan perkembangan kebijakan di bidang huburigar
negeri, pemerintahan dan politik dalam negeri, jlkbin hukum dan
hak asasi manusia, dan komunikasi politik, berikgihnyerapan
pandangan yang berkembang di kalangan pemerinahbalga
negara, partai politik, organisasi profesi, orgasikemasyarakatan,
masyarakat akademik, media massa, dan pihak-pdiakya yang
dipandang perlu;

d. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lemizggaa,
kementerian negara, dan lembaga pemerintah nonriteriaa, serta
instansi terkait yang diperlukan bagi kelancaranaksanaan
tugasnya,;

e. pelayanan media massa dan pembinaan dokumentaatadceyVakil
Presiden dan istri/suami Wakil Presiden;

f. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekset@/akil
Presiden.

Pasal 25

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden BidaRglitik terdiri atas paling
banyak 5 (lima) Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@ijang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banya#tua] Subbidang.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi
Pasal 26

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomabardi bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Wakil d&resi

(2) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomiirdgn oleh
Deputi.
Pasal 27

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi menyai tugas

membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam menyebraggn

pemberian dukungan teknis dan administrasi, sentistss kepada
Wakil Presiden di bidang ekonomi, meliputi infragtiur dan energi,
industri dan sumber daya alam, perdagangan, patavidan kerjasama
internasional, serta program-program ekonomi khusus

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddesal 27,
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi yeéenggarakan
fungsi:

a. pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporangenai
masalah kebijakan di bidang ekonomi, meliputi isfraktur dan
energi, industri dan sumber daya alam, perdagangaiwisata dan
kerjasama internasional, serta program-program akorkhusus
yang timbul serta dihadapi dalam penyelenggaraarepetahan;

b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksandajak&a
pemerintah di bidang ekonomi, meliputi infrastruktian energi,
industri dan sumber daya alam, perdagangan, patavislan
kerjasama internasional, serta program-program akorkhusus
yang ditetapkan Presiden dan/atau Wakil Presideerikii
permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannypdrambil
melalui rapat-rapat koordinasi di tingkat kemererdan lembaga
pemerintah non kementerian, serta Badan Usaha Mdtara;

C. pengamatan ...
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c. pengamatan perkembangan kebijakan di bidang ekomogliputi
infrastruktur dan energi, industri dan sumber dagéam,
perdagangan, pariwisata dan kerjasama internasserdh program-
program ekonomi khusus berikut penyerapan pandangag
berkembang di kalangan lembaga negara, pelaku ekpno
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, rosgai profesi,
masyarakat akademi, media massa, dan pihak-pihaky& yang
dipandang perlu;

d. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lenmeagaa,

kementerian negara, dan lembaga pemerintah nonrtenaa, serta
instansi terkait yang diperlukan bagi kelancaranaksanaan
tugasnya;

e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan

f. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Wakil
Presiden.

Pasal 29

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden BidaBgonomi terdiri atas paling
banyak 4 (empat) Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@ijang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyatua) Subbidang.

Paragraf 3

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteran Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 30

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalterfgakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah dan ngguag
jawab kepada Sekretaris Wakil Presiden.

(2) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalterfgakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 31 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 31

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalter&akyat dan
Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memb@ekuetaris
Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemberiamrdjdn teknis
dan administrasi, serta analisis kepada Wakil Bessidi bidang

kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dzdesal 31,
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalter&akyat dan

Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

a. pengolahan data, informasi, dan laporan mengenasalaia
kebijakan di bidang keagamaan, pendidikan, pemotihraga,
kesehatan, yang timbul serta dihadapi dalam pemggiraan

pemerintahan;

b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksandajakéa
pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat berbésisiarga,
kesejahteraan rakyat berbasis komunitas, dan kesmgan rakyat
berbasis usaha, berikut permasalahan yang timbul uaya
pemecahannya yang diambil melalui rapat-rapat koasd di

tingkat kementerian dan lembaga pemerintah non kman;

c. pengamatan perkembangan kebijakan di bidang kesegalm rakyat
berbasis keluarga, kesejahteraan rakyat berbasisurktas, dan
kesejahteraan rakyat berbasis usaha, berikut pereserpandangan
yang berkembang di kalangan lembaga negara, oggamslitik,
organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, analsyt akademi,

media massa, dan pihak-pihak lainnya yang dipangarig;

d. pelaksanaan ...
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d. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lenzgaa,
kementerian negara, dan lembaga pemerintah nonriteriaa, serta
instansi terkait yang diperlukan bagi kelancaranaksanaan
tugasnya,;

e. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan

f. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Wakil
Presiden.

Pasal 33

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejalatei@akyat dan
Penanggulangan Kemiskinan terdiri atas paling banya(tiga)
Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@itjang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyatua) Subbidang.

Paragraf 4
Deputi Sekretaris Wakil Presiden

Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 34

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata Keénerintahan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Se&r&Vakil
Presiden.

(2) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata KeRéanerintahan
dipimpin oleh Deputi.

Pasal 35

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata KelBkmerintahan
mempunyai tugas membantu Sekretaris Wakil Presiditam
menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dannelirasi, serta
analisis kepada Wakil Presiden di bidang dukungaebij&kan
penyelenggaraan reformasi birokrasi, penyelenggarpengawasan
intern pemerintah dan pelayanan publik.

Pasal 36 ...
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Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d2desal 35,

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata KelBkmerintahan

menyelenggarakan fungsi:

a.

pengolahan data, informasi, dan penyiapan lapora@ngenai
masalah kebijakan di bidang penyelenggaraan refrhieokrasi,
pengawasan intern pemerintah, dan penyelengggrakyanan
publik;

. pemantauan dan evaluasi perkembangan kegiatanakaiijdi

bidang penyelenggaraan reformasi birokrasi, pengamwantern
pemerintah, dan  penyelenggaraan pelayanan publgkut
permasalahan yang timbul serta upaya pemecahasmmgadyambil
melalui rapat-rapat koordinasi di tingkat kemerterinegara,
lembaga pemerintah non kementerian, Badan Usahl Nigara,
serta aparat pengawasan fungsional pusat;

pengamatan perkembangan kebijakan di bidang perggdeaan
reformasi  birokrasi, pengawasan intern pemerintatdan

penyelenggaraan pelayanan publik, berikut penyergg@adangan
yang berkembang di kalangan pemerintah, lembagaraggartai
politik, organisasi profesi, organisasi kemasyatakamasyarakat
akademi, media massa, dan pihak-pihak lainnya y@pgndang
perlu;

. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lenmeagaa,

kementerian negara, dan lembaga pemerintah nonrkeriaa, serta
instansi terkait yang diperlukan bagi kelancarariaksanaan
tugasnya,;

penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan

pelaksanaan tuga&in yang diberikan oleh Sekretaris Wakil
Presiden.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 37

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Tata KeRénerintahan
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@ijang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyatua)j Subbidang.

Paragraf 5

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administras
Pasal 38

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Adminigtrbsrada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris \Rigdgiden.

(2) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administcigimpin oleh
Deputi.

Pasal 39

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Adminigtrazempunyai
tugas membantu Sekretaris Wakil Presiden dalam rmekan
dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Bessidan/atau
Istri/Suami  Wakil Presiden di bidang kerumahtanggaaan
keprotokolan, perencanaan program dan anggarangeljodgan
keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, seryarmmaiaadministrasi
umum dan kegiatan penting lainnya di lingkunganr&ekiat Wakil

Presiden.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d?édaiad 39,
Deputi  Sekretaris  Wakil Presiden Bidang  Adminigtras

menyelenggarakan fungsi:

a. pengurusan ...
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. pengurusan dan pelayanan keprotokolan dan persidasgrta
kerumahtanggaan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suaiakil
Presiden, baik di Istana Wakil Presiden atau diidmdn resmi
Wakil Presiden, maupun di tempat lain;

. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Rumah Tangga
Kepresidenan dan Sekretaris Militer Presiden datansi terkait
dalam rangka pelaksanaan tugas keprotokolan dayapeman bagi
Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden;

. perencanaan, pengurusan, dan penyiapan jamuandyp@dukan
dalam acara-acara Wakil Presiden, baik di Istan&iMRresiden
atau di kediaman resmi Wakil Presiden, maupunndpt lain;

. perencanaan dan pengaturan tata tempat atau pergatang di
lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang dipefukbagi
kegiatan sehari-hari Wakil Presiden termasuk pangedn;

. pengurusan dan pelayanan acara kunjungan Wakiidereslan/
atau Istri/Suami Wakil Presiden di dalam negeri pueke luar
negeri;

penyediaan perlengkapan, pemeliharaan, dan pemalbiaya
pembinaan kepegawaian, ketertiban dan keamanamdala

. pengelolaan ketatausahaan termasuk pengaturan edajarpanan
tata persuratan serta kearsipan;

. perencanaan anggaran dan pengendalian pelaksarggaran;
pengelolaan dana operasional Wakil Presiden;

pengaturan urusan dalam, penataan ruang, penyeshaamna kerja
dan pengamanannya;

. pemeliharaan gedung istana dan kantor staf begmtalatan,
perlengkapan dan lingkungannya, termasuk rumahakezh resmi
Wakil Presiden;

|. pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

|. pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lenmemgaa,
kementerian negara, dan lembaga pemerintah nonnkenan, serta
instansi terkait yang diperlukan bagi kelancararlaksanaan
tugasnya,;

m. penyusunan rencana kerja dan laporan tahunan; dan

n. pelaksanaan tugasain yang diberikan oleh Sekretaris Wakil
Presiden.

Pasal 41

(1) Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Adminigtiasdiri atas
paling banyak 4 (empat) Biro.
(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiaam dhasing-masing

Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia

(3) Khusus Bagian yang menangani tata usaha pimpirnaliritatas
sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Sekretariat Militer Presiden
Pasal 42

(1) Sekretariat Militer Presiden berada di bawah databhggung jawab
kepada Menteri Sekretaris Negara.

(2) Sekretariat Militer Presiden dipimpin oleh SekrstaiMiliter
Presiden.

(3) Sekretaris Militer Presiden karena jabatannya nsala#tkan tugas
sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa, damdaTan
Kehormatan.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Militer itRkeas dapat
menerima penugasan langsung dari Presiden.

Pasal 43 ...
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Pasal 43

Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas memggharakan
pemberian dukungan teknis dan administrasi kepadaiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkagaat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatarpdenberhentian
perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepah Negara
Republik Indonesia (Polri), penganugerahan gedargd jasa dan tanda
kehormatan yang wewenangnya berada pada Presghtm ksordinasi
pengamanan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d2desal 43,

Sekretariat Militer Presiden menyelenggarakan fungs

a. pemberian dukungan teknis dan administrasi perdavildan Polri
yang berkaitan dengan pengangkatan atau pembenhedélam
jabatan serta kepangkatan perwira TNI dan Poltagegngangkatan
atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang emewg
penetapannya berada pada Presiden;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan asikndn fisik
bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluéegaasuk Tamu
Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintaiegara asing;

c. pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi peiggaahan gelar
pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yangemnesg
penetapannya berada pada Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait Breng
penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormataa sabal balik
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Petalerinegara
asing;

e. pembinaan ...
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. pembinaan personil dan pemberian petunjuk teknisbidiang
pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakikid&e,
Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudalstri/Suami Wakil Presiden,
Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presid®ukter
Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden daaf 8thusus
Wakil Presiden, serta pembinaan anggota TNI darri Baing
bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Kegdan

Sekretariat Kabinet;

penyelenggaraan penyusunan perencanaan programanggaran,
evaluasi dan pengawasan, administrasi keuangan,inigthasi
kepegawaian dan pelayanan administrasi urusan dhllngkungan

Sekretariat Militer Presiden; dan

. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden Menteri

Sekretaris Negara.

Pasal 45

(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas palingnyek 4 (empat)

Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagianndaasing-masing

Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia

Bagian Kelima
Sekretariat Kementerian

Pasal 46

(1) Sekretariat Kementerian berada di bawah dan lggtang jawab

kepada Menteri Sekretaris Negara.

(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh SekretarismEpterian.

Pasal 47 ...
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Pasal 47

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas membantuntdvie

Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pemlsrlamgan teknis

dan administrasi di bidang perencanaan program daggaran,

administrasi keuangan, perlengkapan, pengelolaan ranpa
milik/kekayaan negara, ketatausahdarbungan masyarakat, koordinasi
kerja sama teknik luar negeri, dan urusan kerumgigan di

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksand &asal 47,

Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan renpesgram, dan

anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariatakieg

b. penyelenggaraan dukungan pelayanan administrasangan di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan |gabain yang
anggarannya secara administratif dikoordinasikah édementerian

Sekretariat Negara;

c. penyediaan prasarana dan sarana, pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang meliputi tanah, bangurkemdaraan,
dan perlengkapan serta urusan kerumahtanggaanngkuhgan

Kementerian Sekretariat Negara dan untuk pejalg#radgertentu;

d. penyelenggaraan ketatausahaan, arsip dan dokumdmiasingan
masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kemesute8ekretariat

Negara;

e. penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik arfammerintah
Indonesia dengan pihak luaegeri, dan evaluasi kerja sama teknik

luar negeri serta administrasi perjalanan dinasriegeri;

f. penyelenggaraan ...
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f. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan urusaanpemgn di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MenSskretaris
Negara.

Pasal 49
(1) Sekretariat Kementerian terdiri atas paling baryélkma) Biro.
(2) Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagianndaasing-masing
Bagian terdiri atas paling banyak 4 (empat) Suldbagi

(3)Biro yang menangani fungsi pengamanan dalam daehkésn
terdiri atas paling banyak 6 (enam) Bagian, danimgasasing
Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia

(4) Khusus Bagian yang menangani tata usaha pimpinaliritatas
sejumlah Subbagian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pasal 50

(1) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan berada di bawamn da
bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

(2) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan dipimpin oleh Depu

Pasal 51

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan mempunyai tugasmbantu
Menteri Sekretaris Negara dalam pemberian dukunigdmnis dan
administrasi, serta analisis dalam rangka pengamlkébijakan dalam
negeri dan hubungan internasional, serta penyiapskah kepresidenan
dan kenegaraan, penerjemahan, dan pengelolaanmatfka di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 52 ...
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Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaktud &asal 51,

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan menyelenggarakagsi:

a. pengumpulan dan penyiapan data serta analisifakab dalam

negeri dan hubungan internasional,
b. penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenagaraa

c. pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatarsidonal

penerjemabh;

d. penyelenggaraan pelayanan informasi kenegaraandd&ongan

informatika; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MenSskretaris

Negara.

Pasal 53

(1) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan terdiri atas palipanyak 4

(empat) Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@igang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyatiga) Subbidang.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal 54

(1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia berada di bawah d

bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
(2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh ep

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 55

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugasbantu

Menteri Sekretaris Negara dalam pemberian dukunigknis dan

administrasi serta analisis dalam pengangkatan,bedrantian, dan
pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yangeprpenetapannya
memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan RakyatR)DRtau

pejabat yang kedudukannya disetarakan dengan Nididgara, yang

wewenangnya berada pada Presiden, serta pembinaam

pengembangan sumber daya manusia, penataan osjad&a tata

laksana, dan pengembangan akuntabilitas kinerja lirkungan

Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimak$ad &asal 55,
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakagsi:

a. penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemtiemhe dan
pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yamgmdaroses
penetapannya memerlukan pertimbangan DR&U pejabat yang
kedudukannya disetarakan dengan Menteri Negara, g yan
wewenangnya berada pada Presiden;

b. penyelenggaraan  administrasi pengangkatan, penandah
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenandrg@da
pada Menteri Sekretaris Negara;

C. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaiannyki di
lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

d. penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengembsuagéier
daya manusia di lingkungan Kementerian Sekrethiegiara;

e. penyelenggaraan pengkajian dan penataan organgsasi tata
laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Neegar

f. pengembangan ...
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f. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja, sertdaoen, evaluasi
dan pelaporan kinerja organisasi dan individu dighkungan
Kementerian Sekretariat Negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Men&akretaris
Negara.
Pasal 57

(1) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia terdiri atasngalbanyak 3
(tiga) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagiaam dhasing-masing
Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagia

Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan
Pasal 58

(1) Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyaakadrada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri &elgdlegara.

(2) Deputi  Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyanakat
dipimpin oleh Deputi.

Pasal 59

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakat
mempunyai tugas membantu Menteri Sekretaris Negdadam

pemberian dukungan teknis dan administrasi ser@isas kepada

Presiden/Wakil Presiden dalam rangka menyelenggardiubungan

dengan lembaga-lembaga negara, lembaga daerah,agamhon

struktural, organisasi politik, lembaga swadaya yaekat, dan

organisasi kemasyarakatan, serta penanganan pamgadsyarakat.

Pasal 60 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaktud &asal 59,
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyawakat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan, pengolahan, dan analisis data dan iafrmdalam
rangka mendukung penyelenggaraan hubungan Prasaldkih/
Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara derlgabaga
negara, lembaga daerah, lembaga non strukturanis@si politik

dan lembaga swadaya masyarakat, serta organisaaskarakatan;

b. penyampaian saran dan masukan dalam rangka memiga@gan
antara Kementerian Sekretariat Negara dan/ataudresliengan
lembaga negara, lembaga daerah, lembaga non saildrganisasi
politk dan lembaga swadaya masyarakat, serta ®@sn

kemasyarakatan;

c. pemantauan kegiatan-kegiatan lembaga negara, l@mbagrah,
lembaga non struktural, organisasi politik dan legd swadaya

masyarakat serta organisasi kemasyarakatan;

d. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikpadae

Presiden, Wakil Presiderdan Menteri Sekretaris Negara; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh MenSskretaris

Negara.
Pasal 61

(1) Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyaakatdiri

atas paling banyak 4 (empat) Asisten Depulti.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@Bigang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banyatua)j Subbidang.

Bagian Kesembilan ...
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Bagian Kesembilan
Deputi Bidang Perundang-undangan
Pasal 62

(1) Deputi Bidang Perundang-undangan berada di bawah da

bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.

(2) Deputi Bidang Perundang-undangan dipimpin oleh Blepu

Pasal 63

Deputi Bidang Perundang-undangan mempunyai tugasnbiaogu

Menteri Sekretaris Negara dalam menyelenggarakambgean

dukungan teknis dan administrasi serta analisandlabngka penyiapan
izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan UndangrgdndRancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dancaRgan
Peraturan Pemerintah, pemberian pertimbangan ke@slaetaris

Kabinet dalam penyusunan Rancangan Peraturan €megi@nyiapan
pendapat hukum, serta penyelesaian Rancangan lseputresiden
tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi, reHisdd, ekstradisi, remisi
perubahan dari pidana penjara seumur hidup mepjddna sementara,
dan naturalisasi.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaktad &asal 63,

Deputi Bidang Perundang-undangan menyelenggarakeysit

a. pelaksanaan analisis dalam rangka penyiapan iziakapsa

penyusunan Rancangan Undang-Undang;

b. pelaksanaan analisis dan penyelesaian Rancanganghithdang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangrgndian

Rancangan Peraturan Pemerintah;

Cc. pemantauan ...
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. pemantauan dan pelaporan proses penyusunan Randdndang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Penggardangn

Undang, dan Rancangan Peraturan Pemerintah;

. penyusunan pendapat hukum dan telaahan staf t@rimadestansi
permasalahan yang berkaitan dengan Rancangan Uhbratang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangrgndian

Rancangan Peraturan Pemerintah;

. pelaksanaan analisis dan penyelesaian di bidanggat yang
meliputi grasi, amnesti, abolisi, rehabililitasardremisi perubahan
pidana penjara seumur hidup menjadi pidana senzntarta

naturalisasi;

pelaksanaan analisis dan penyelesaian permasaldihardang

perjanjian internasional dan ekstradisi;

. penyiapan pertimbangan Menteri Sekretaris Negargpada
Sekretaris Kabinet dalam penyusunan Rancangan uPamat

Presiden;

. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pendapat hukias
pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintalgg&®n

Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah;

pelaksanaan analisis dan penyusunan pendapat huiias

permasalahan hukum;

penyusunan pendapat hukum atas gugatan PerdatiattatUsaha
Negara terhadap Presiden dan/atau Menteri Selgdi@gara serta

permohonan hak uji materiil;

. pemberian nomor Undang-Undang, Peraturan Pemerigagganti
Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang telah

ditandatangani oleh Presiden;

|.  pendistribusian ...
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|. pendistribusian produk Undang-Undang, Peraturan eAatah
Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah;

m. publikasi dan pendokumentasian peraturan perundadgngan;
dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Men8=kretaris
Negara.
Pasal 65

(1) Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri atas gabanyak 3
(tiga) Asisten Deputi.

(2) Asisten Deputi terdiri atas paling banyak 4 (em@Bigang, dan
masing-masing Bidang terdiri atas paling banya#tua) Subbidang.

Bagian Kesepuluh
Staf Ahli
Pasal 66

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawabadapMenteri
Sekretaris Negara dan secara administratif dikoasikan oleh
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 67

(1) Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanaempunyai
tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sekretdegara
mengenai masalah politik, pertahanan, dan keamanan.

(2) Staf Ahli Bidang Hukum, dan Hak Asasi Manusia menyau tugas
memberikan telaahan kepada Menteri Sekretaris Megengenai
masalah hukum dan hak asasi manusia.

(3) Staf ...
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(3) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyampunyai
tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sekretdegara

mengenai masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

(4) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika mempanyugas
memberikan telaahan kepada Menteri Sekretaris Mege@ngenai

masalah komunikasi dan informatika.

(5) Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daersmpunyai
tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sekretdegara

mengenai masalah aparatur negara dan otonomi daerah

Bagian Kesebelas
Lain-lain
Pasal 68
(1) Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara diblethspektorat.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1l)atadahsur
pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ni&ukretaris
Negara dan secara administratif dikoordinasikarh dBekretaris

Kementerian Sekretariat Negara.
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

(4) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawatan di

lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

(5) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) Bagian dan 2 Ydugbagian serta

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 69 ...
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Pasal 69

(1) Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negaraddpat paling
banyak 3 (tiga) Pusat.

(2) Pusat adalah unsur pendukung yang berada diatbadan
bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negaedalui

Sekretaris Kementerian.

(3) Pusat yang menangani fungsi pendidikan dantipata berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Selsrdigara

melalui Deputi Bidang Sumber Daya Manusia.
(4) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.

(5) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatanngb@tan
kapasitas sumber daya dan/atau pengelolaan kawlaiagkungan

Kementerian Sekretariat Negara.

(6) Pusat terdiri atas 1 (satu) Bagian Tata Usalramhling banyak 3
(tiga) Bidang.

(7) Bagian Tata Usaha terdiri atas paling banyéiga) Subbagian.

(8) Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sdbahg.

Bagian Keduabelas
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 70

Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara ddpatapkan jabatan
fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yarigkg@naannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pangadadangan.

BAB III ...
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BAB llI
STAF KHUSUS
Pasal 71

(1) Di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dag@ngkat
paling banyak 3 (tiga) orang Staf Khusus Mentekir&&ris Negara.

(2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara bertanggangly kepada

Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 72

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara mempunyasugemberikan
saran dan pertimbangan kepada Menteri Sekretargarsesesuali
penugasan Menteri Sekretaris Negara, dan bukanpalan bidang

tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretdeigara.

Pasal 73

(1) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam metesan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, i@sig dan
sinkronisasi yang baik dengan satuan organisaslindkungan

Kementerian Sekretariat Negara.

(2) Tata kerja Staf Khusus Menteri Sekretaris Negaratudi oleh

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 74

(1) Pengangkatan Staf Khusus Menteri Sekretaris Nedaesapkan

dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

(2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dapat bedealpegawai

negeri atau bukan pegawai negeri.

(3) Pegawai ...
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(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayaei@jyitdari
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional he$ia, dan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 75

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khususntéte
Sekretaris Negara diberhentikan dari jabatan okggai selama
menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan statusnyagselmegawai

negeri.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khususntéte

Sekretaris Negara tetap menerima gaji sebaganzegegeri.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khususitdvie
Sekretaris Negara dinaikkan pangkatnya setiap daingkat lebih
tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai den@atentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhsantzaktinya
sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ddia&tifkan
kembali dalam jabatan organiknya apabila tersedindsi dan

belum mencapai batas usia pensiun.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Staf Khususitdvie
Sekretaris Negara diberhentikan dengan hormat asel@gpgawali
negeri apabila telah mencapai batas usia pensmmibarikan hak-

hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan peg+addangan.

Pasal 77 ...
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Pasal 77

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khidaateri Sekretaris
Negara diberikan setinggi-tingginya setingkat dengdoatan struktural

eselon I.b.

Pasal 78

(1) Masa bakti Staf Khusus Menteri Sekretaris Negalag#ama sama

dengan masa jabatan Menteri Sekretaris Negara.

(2) Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara apabila Iérfaeau telah

berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiunuwkamy pesangon.

Pasal 79

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara mendapat rajadu

administrasi dari Sekretariat Kementerian Sekrat®Negara.

Pasal 80

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan t&gas Khusus
Menteri Sekretaris Negara dibebankan kepada AnggBendapatan

dan Belanja Negara.

BAB IV ...
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 81

(1) Semua satuan organisasi di lingkungan Kementeriakre&riat
Negara berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakgastuwlan

kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasiegrasi, dan
sinkronisasi.

(2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategiergmcanaan,
pelaksanaan dan pengawasan.

(3)Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan ebars

dikembangkan sistem komunikasi terbuka, baik sedaranal
maupun secara informal.

Pasal 82

Semua satuan organisasi di lingkungan Kementeménegariat Negara
wajib menerapkan sistem pengendalian intern diklingan masing-
masing.

Pasal 83

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan é&wgrian
Sekretariat Negara bertanggung jawab memimpin  dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan mekaberi

bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksartagas
bawahan.

(2) Semua unsur di lingkungan Kementerian Sekretareggasa wajib
mengikuti dan bertanggung jawab kepada atasan giasising dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 84 ...
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Pasal 84

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan d&®erian
Sekretariat Negara wajib mengawasi bawahannya masasing dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil landgeagpkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan pamgrghdangan.

Pasal 85

(1) Penyampaian petunjuk, pengajuan hasil pelaksanagas,t dan
penyampaian laporan kepada Menteri Sekretaris dedigakukan
secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatiamdsusunan

organisasi masing-masing unit kerja.

(2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yaegerlukan
kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Menteretaelkr Negara
dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungarnngiasgsing
untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)baiejgang
ditugaskan Menteri Sekretaris Negara wajib melagporkhasil
pelaksanaannya kepada pejabat eselon | yang mextgsdin dalam

satuan kerjanya.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 86

(1) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wrikisiden,
Sekretaris Militer, Sekretaris Kementerian, dan (Depadalah

jabatan struktural eselon I.a.

(2) Staf ...
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(2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.uatserendah-

rendahnya eselon Il.a.

(3) Asisten Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, dan ékgjr adalah

jabatan struktural eselon Il.a.

(4) Kepala Istana Kepresidenan Bogor dan Kepala Idtapresidenan

Yogyakarta adalah jabatan struktural eselon Il.b.

(5) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Istana Kegeasin
Cipanas dan Kepala Istana Kepresidenan Tampakdgatigadalah

jabatan struktural eselon lll.a.

(6) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jalsataktural

eselon IV.a.

Pasal 87

(1) Pejabat struktural eselon | di lingkungan KementerSekretariat
Negara diangkat dan diberhentikan oleh Presides wdal Menteri

Sekretaris Negara.

(2) Pejabat struktural eselon Il ke bawah di lingkund@@menterian
Sekretariat Negara diangkat dan diberhentikan oMbénteri

Sekretaris Negara.

Pasal 88

Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Sakadt Negara
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretdisgara sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89 ...
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Pasal 89

Pejabat struktural eselon l.a yang dialihntugaskasagabatan Staf Ahli,

tetap diberikan eselon I.a.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 90

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaagas
Kementerian Sekretariat Negara dibebankan padaaagd”endapatan

dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 91

(1) Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Presmerseluruh
organisasi di lingkungan Sekretariat Negara sebzyza dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 @1@akretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet sebagaimana teldtaldi dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tetap naek@h tugas
dan fungsinya sampai dengan terbentuknya orgari@&asenterian

Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Presiden i

(2) Pada ...
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(2) Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Presmerseluruh
jabatan yang ada beserta pejabat yang memangkuanatd
lingkungan Sekretariat Negara berdasarkan Peratiteesiden
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat NegaraSkkmetariat
Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peratueaid® Nomor
19 Tahun 2007 tetap melaksanakan tugas dan fuagga dengan

diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 92

Pengaturan lebih lanjut mengenai susunan orgarisaiut perincian
tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasiliykungan
Kementerian Sekretariat Negara yang diperlukan ndaleangka
penjabaran Peraturan Presiden ditetapkan oleh KMeBekretaris
Negara setelah terlebih dahulu mendapat persetujegnlis dari

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaparatur
negara dan reformasi birokrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, makatu?ara Presiden
Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Sekretariat
Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peratueaid® Nomor 19
Tahun 2007 sepanjang ketentuan yang mengatur tpréakretariat
Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94 ...
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Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tangtgtbgkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum

Dr. M. Iman Santoso



